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Abstrak 

Penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) adalah estimasi jumlah kerugian 

masa mendatang atas kredit yang diberikan oleh bank sebagai bagian dari fungsi manajemen 

risiko kreditnya. PPAP merupakan salah satu item akrual dalam laporan keuangan bank yang 

merupakan salah satu jenis biaya yang memiliki proporsi terbesar dalam laporan laba rugi. 

Oleh karena itu, item ini seringkali digunakan oleh manajer bank untuk melakukan 

manajemen laba. Paper ini mencoba menetapkan variabel moderasi karakteristik institusional 

bank sebagai upaya menutup celah penelitian (research gap) dari literature-literatur terdahulu 

yang relevan dengan topic penelitian ini. Variabel ini memperjelas perbedaan perilaku 

manajemen laba dan manajemen modal di bank syariah dan konvensional. Kerangka kerja 

yang ditawarkan dalam konsep penelitian ini sesuai dengan kondisi perekonomian dan 

regulasi yang berlaku di Indonesia. Kekuatan pengaruh komponen diskresionari atas 

penetapan PPAP menjadi hal yang sangat penting. Regulator sangat berkepentingan terhadap 

faktor-faktor yang mempengaruhi PPAP guna menetapkan regulasi yang dapat 

meminimalkan dampak buruk atas perilaku manajemen laba melalui PPAP. Kerangka kerja 

penelitian ini membutuhkan pengujian empiris dimasa mendatang untuk memperjelas 

signifikansi pengaruh variabel moderasi yang digunakan.  

 

Kata kunci: Penyisihan penghapusan aktiva produktif, manajemen laba, manajemen modal 

dan karakteristik institusional bank. 

 

1. PENDAHULUAN  

Bank merupakan lembaga keuangan yang memegang peranan penting dalam sistem 

perekonomian. Perubahan ekonomi setiap periode menjadi perhatian khusus publik sehingga 

mendorong bank untuk meningkatkan sistem keuangan dan kebijakan bank. Pelaksanaan 

kegiatan perbankan dilandaskan pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas dan 

perannya supaya mampu memberikan kinerja yang baik. Bank melakukan penghimpunan 

dana yang maksimal untuk mendukung penyaluran dana. Salah satu strategi yang digunakan 
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bank dalam penghimpunan dana adalah melalui balas jasa atau provisi. Bank membentuk 

provisi untuk mengantisipasi kerugian potensial dan sebagai kontributor utama untuk 

fluktuasi laba dan modal bank. Provisi menarik dan merangsang nasabah menanamkan dana 

di bank karena dapat menguntungkan berupa bunga (Olszak, Roszkowska, & Kowalska, 

2018; Peterson K Ozili, 2016). 

Provisi merupakan penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan risiko 

kerugian sehubungan dengan penanaman modal ke dalam aktiva produktif baik dalam rupiah 

maupun valuta asing sebagaimana diatur  dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur 

mengenai pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) bank. Loan loss 

provisions (PPAP) adalah alat untuk mengelola pendapatan oleh bank yang terdaftar 

(Leventis & Dimitropoulos, 2011; Lim & Yong, 2016; Peterson Kitakogelu Ozili, 2017; 

Pinto & Picoto, 2017) yang dapat berdampak langsung terhadap margin bunga bersih bank 

dan perannya dalam manajemen risiko kredit bank. Loan Loss Provisions dalam industri 

perbankan banyak digunakan untuk mengelola laba dan peraturan rasio modal untuk 

mengurangi volatilitas pendapatan dan menghindari biaya dari pelanggaran persyaratan 

modal (Pinto & Picoto, 2017). Penggunaan Loan Loss Provisions untuk menghindari biaya 

kecukupan modal, pengaturan modal akan  terjadi jika modal mínimum bank berada jauh 

dibawah ketentuan modal mínimum yang disyaratkan, serta meningkatkan kompensasi 

berbasis penghasilan dan untuk mencegah pelangggaran perjanjian utang (Elnahass, Izzeldin, 

& Steele, 2018). 

Beberapa penelitian terdahulu mengenai hubungan manajemen laba dan manajemen 

modal dan PPAP menemukan hasil yang kontradiktif. Pengaruh positif dan signifikan 

manajemen laba terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) serta pengaruh 

negatif manajemen laba terhadap PPAP ditemukan pada penelitian Pinto dan Picoto (2017) 

dan Magnis dan Iatridis (2016). Sementara itu, Elnahas et al. (2008) menemukan bahwa di 



bank-bank syariah pengaruh manajemen laba dan manajemen modal terhadap PPAP tidak 

signifikan.  

Argumentasi yang dapat menjelaskan perbedaan hasil tersebut adalah bahwa biaya 

agensi relatif lebih tinggi di bank syariah, karena IAH tidak terlibat langsung dalam 

pengambilan keputusan keuangan dan bisnis dengan kata lain mereka tidak memiliki wakil di 

dewan direksi. Oleh karena itu, mereka mempengaruhi regulator untuk memantau dan 

mengembangkan tambahan mekanisme tata kelola di bank syariah oleh dewan pengawas 

syariah dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Selain itu adanya 

perubahan regulasi mengenai pengguna model ILL (incurred loan losses) menjadi ELL 

(expected loan losses). Bank syariah menerapkan model ILL pada tahun 2010 sedangkan 

bank konvensional baru mulai diterapkan pada tahun 2018. Penggunaan ILL setelah terjadi 

krisis semakin memperparah perilaku prosiklus (Elnahass et al., 2018). Temuan Leventis et 

al. (2011) mendukung Elnahas et al. (2018) yaitu Loan Loss Provisions tidak digunakan 

untuk mengelola modal untuk menghindari rasio kecukupan modal. Berdasarkan argumentasi 

tersebut, maka penelitian ini bertujuan menguji perilaku manajemen laba dan manajemen 

modal di bank konvensional dan bank syariah guna memperjelas hasil penelitian sebelumnya. 

Fenomena tentang manajemen laba dan manajemen modal pada industri perbankan di 

Indonesia terlihat pada kasus Bank Century. Sebenarnya, indikasi ketidaksehatan Bank 

Century sudah mulai tercium semenjak tahun 2003 yang ditandai dengan memburuknya rasio 

NPL tahun 2003 – 2004. Namun, terjadi hal yang menarik bahwa Bank Century masih dapat 

beroperasi dengan melaporkan laba dan dapat memenuhi ketentuan tingkat kesehatan bank. 

Hal ini ditengarai karena adanya manajemen laba yang dilakukan untuk menutupi 

melemahnya kinerja bank tersebut. Akan tetapi, kelemahan ini tidak dapat ditutupi terus 

menerus karena terlalu besarnya penurunan kinerja bank tersebut sehingga terjadi “rush” 

besar-besaran oleh nasabah yang menyebabkan Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank Century  



menjadi negatif 3,53% dan menimbulkan reaksi negatif di pasar keuangan. (Sumber: 

www.bi.go.id). 

Penelitian ini penting dilakukan, pertama, banyak ditemukan kredit bermasalah di 

perbankan indonesia dan pentingnya estimasi beban kerugian penurunan nilai untuk 

mencerminkan laporan keuangan yang sebenarnya (representation faithfullness). Kedua, 

penelitian sebelumnya telah banyak mengkaji determinan beban kerugian penurunan nilai 

berdasarkan kebijakan instrumen makroprudensial (Olszak et al., 2018; Peterson Kitakogelu 

Ozili, 2017), yang dikontrol dengan salah satu aktivitas perbankan yang sensitif dengan siklus 

bisnis. Penelitian sebelumnya juga telah banyak mengkaji determinan beban kerugian 

penurunan nilai berdasarkan makroekonomi dan kredit bermasalah (Chaibi & Ftiti, 2015; 

Konstantakis, Michaelides, & Vouldis, 2016; Peterson K Ozili, 2016; Yaziz et al., 2015). 

Namun, rata-rata penelitian tersebut hanya berfokus pada proksi pertumbuhan PDB untuk 

mengukur perubahan kondisi  makroekonomi, sedangkan penelitian ini menggunakaan 3 

proksi untuk mengukur pengaruh kondisi makroekonomi terhadapa PPA. Penelitian tentang 

kedua pengukuran beban kerugian penurunan nilai ini penting dilakukan untuk  mengetahui 

estimasi kerugian yang diperkirakan. Dengan demikian,  pengujian terhadap hubungan 

manajemen laba dan manajemen modal terhadap PPAP pada bank-bank komersial yang 

terdaftar maupun yang tidak terdaftar di BEI sangat diperlukan. 

2. LITERATUR REVIEW 

  Pada berbagai literatur dijelaskan bahwa keputusan perusahaan dipengaruhi oleh 

properti yang dimiliki perusahaan dan secara khusus telah diamati tingginya hubungan antara 

kepentingan individu dan kinerja perusahaan. Hal ini dapat dijelaskan oleh teori keagenan 

yang menunjukkan bahwa tindakan manajer adalah sebagai agen untuk pemilik, namun 

kenyataannya mereka cenderung mengikuti strategi yang dapat mengakomodasi tujuan 

mereka (Magnis, Emmanuel, & Associate, 2016). Akan tetapi, konflik keagenan yang terjadi 
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di industri perbankan lebih banyak melibatkan regulator dan manajer sebagai pihak yang 

mendapatkan tekanan dari pemilik untuk menghasilkan tingkat return yang lebih tinggi. 

Sebagian besar pemilik mencoba memotivasi manajer dengan membuat sistem pembayaran 

berdasarkan kinerja (a pay for performance system) yaitu menetapkan kontrak kerja yang 

berbasis rata-rata return yang dihasilkan manajer dalam periode tertentu (Core & Guay, 

2002). Pada hubungan pengontrakan seperti ini tindakan moral hazard selalu muncul (Watts, 

2003a) sepanjang laporan keuangan yang diinformasikan kepada investor menyangkut 

penilaian kinerja managemen, keputusan alokasi asset dari investor dan kesejahteraan 

manager. Akan tetapi, manajer juga dihadapkan pada pengendalian oleh regulator dalam 

bentuk ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh bank. Alasan inilah yang menyebabkan 

manager termotivasi untuk membuat pelaporan keuangan yang bias dalam suatu hubungan 

pengontrakan dengan berperilaku oportunistik sehingga menyebabkan pengukuran-

pengukuran akuntansi dalam laporan keuangan terlihat netral meskipun sebenarnya memuat 

praktek bias yang signifikan (Watts, 2003a; Scott, 2012).  

  Manajemen laba dan manajemen modal di bank dapat dicapai melalui penggunaan 

diskresi baik dalam jumlah maupun waktu pengakuan ketepatan kerugian kredit yang 

dilaporkan sebagai PPAP (Ahmed, Takeda, & Thomas, 1999; Elnahass et al., 2018). Ketika 

bank melakukan praktek manajemen laba dan manajemen modal melalui PPAP maka terjadi 

kompromi atas kualitas pelaporan keuangan dan mengakibatkan biaya keagenan yang 

berlebihan (Anandarajan, Hasan, & Mccarthy, 2007; Company, Jensen, & Meckling, 1976). 

Motivasi manajemen laba dan manajemen modal adalah usaha manajer untuk menghindari 

rasio kecukupan modal yang sebenarnya berada di bawah persyaratan regulator. Tindakan 

oportunistik ini bertujuan untuk meningkatkan kompensasi berbasis laba, melindungi 

penyimpangan debt covenant, mempertahankan posisi jabatannya, dan agar dapat melakukan 

ekspansi usaha agar kinerja terlihat bagus (Elnahass et al., 2018)(Elnahas et al., 2018). 



Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 (BI, 2012) tentang penyisihan 

penghapusan aktiva produktif (PPAP) bagi bank umum adalah cadangan yang harus dibentuk 

sebesar persentase tertentu dari jumlah kredit berdasarkan penggolongan kualitas aktiva 

produktif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Dasar perhitungan 

pembentukan PPAP adalah persentase tertentu dikalikan jumlah outstanding masing-masing 

kualitas aktiva produktif yang digolongkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang 

lancar, diragukan, dan macet. Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 (BI, 2012) juga 

menjelaskan bahwa Bank Syariah wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva 

produktif berupa cadangan umum dan cadangan khusus guna menutup risiko kerugian. 

Manajer bank yang memiliki kinerja good-poor melakukan tindakan perataan laba melalui 

peningkatan beban PPAP sebagai upaya untuk menyimpan laba pada periode saat ini untuk 

digunakan di waktu yang akan datang. Manajer bank diperbolehkan untuk membentuk 

cadangan PPAP melebihi ketentuan cadangan wajib jika risiko kredit lebih besar (Morris, 

Kang, & Jie, 2016). Bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap aktiva produktif 

yang digunakan untuk membiayai satu debitur atau satu proyek, baik yang diberikan oleh satu 

bank maupun lebih dari satu bank. Apabila terdapat perbedaan maka kualitas yang digunakan 

mengikuti kualitas aktiva produktif yang paling rendah. Bank wajib menyesuaikan penilaian 

kualitas aktiva produktif, sekurang-kurangnya setiap tiga bulan yaitu posisi akhir bulan 

Maret, Juni, September, dan Desember dan juga bank wajib menyampaikan informasi dan 

penjelasan secara tertulis kepada Bank Indonesia dalam hal terdapat perbedaan penetapan 

kualitas aktiva produktif yang disebabkan oleh faktor penilaian tambahan berupa risiko 

negara (country risk) yang diterapkan pada Peraturan Bank Indonesia (No. 14/15/PBI/2012 

(BI, 2012). 

Penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) adalah penyisihan kerugian atas 

portofolio kredit untuk mengurangi kerugian yang diperkirakan terjadi atas pendanaannya 



yang mengalami penurunan nilai ekonomi. PPAP dapat ditentukan berdasarkan kerugian 

yang diperkirakan akan terjadi (expected future losses) dan data historis kerugian kredit yang 

sudah terjadi (incurred loan loss)(Elnahass et al., 2018; Peterson K Ozili, 2016). Penetepan 

kerugian kredit dengan menggunakan expected future losses (ELL), dalam prakteknya lebih 

akurat dan menggambarkan kondisi riil dalam laporan keuangan karena kegagalan dalam 

kolektibilitas kredit dapat langsung diperkirakan mulai diberikannya pinjaman dan penurunan 

nilai ekonomi dapat langsung diakui. Kegagalan dalam kolektibilitas kredit sering terjadi 

ketika bank tidak menelaah kembali data historis kerugian kredit yang sudah terjadi dan tidak 

menilai kembali kondisi debitur selama periode kredit, apakah usahanya sedang diguncang 

masalah atau kondisi keuangan debitur menurun dari waktu pemberian kredit. Penurunan 

nilai ekonomi dapat membahayakan karena akan terjadi peningkatan PPAP sehingga 

pendapatan dan modal bank akan menurun. Kondisi ini memotivasi manajer melakukan 

penyimpangan sehingga laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya 

dan PPAP dilaporkan lebih tinggi (Yaziz et al., 2015). Bank di Indonesia sebagian besar lebih 

berperilaku prosiklus daripada anti siklus bisnis (countercyclicality) dalam penentuan PPAP. 

Perilaku prosiklus akan meningkatkan PPAP pada saat perekonomian memburuk dan 

menurun setelah perekonomian membaik. Manajer bank meyakini bahwa pendapatan akan 

meningkat pada saat perekonomian membaik sehingga besar kemungkinan debitur mampu 

melunasi hutangnya dan bank lebih berani mengambil risiko (risk taking) dengan 

meningkatkan ekspansi kredit daripada pada saat perekonomian memburuk bank lebih 

menghindari risiko (risk aversion) untuk mengurangi jumlah kredit bermasalah (Olszak et al., 

2018). Berbeda dengan perilaku anti siklus bisnis dimana PPAP akan menurun pada saat 

perekenomian memburuk. Hal ini karena adanya campur tangan pemerintah yaitu pemerintah 

memberikan jaminan kepada bank untuk memberikan hutang kepada sektor industri yang 

beresiko yang diperkirakan dapat menyebabkan kredit macet bahkan guncangan ekonomi, 



dan bank mengharapkan perlindungan pemerintah ketika gagal dalam mengelola keuangan 

dan bahkan nyaris bangkrut. Namun, pada saat perekonomian membaik bank akan lebih 

berhati-hati dalam memberikan pinjaman kepada debitur dan mempertimbangkan ukuran 

bank dan risiko yang akan dihadapi (Chaibi & Ftiti, 2015; Peterson K Ozili, 2016). 

 Berbagai faktor berikut antara lain mempengaruh PPAP yaitu kredit bank, kredit 

untuk komposisi aset, perubahan ekonomi, perindungan investor dan ukuran bank. 

Pertumbuhan kredit bank dapat meningkatkan dan menurunkan PPAP. Hal ini dilihat dari 

kondisi perubahan ekonomi yang mendorong bank meminimalkan risiko untuk menurunkan 

PPAP. Perubahan ekonomi sangat berperan penting dalam PPAP. Pada saat resesi, 

perekonomian akan semakin memburuk sehingga PPAP cenderung lebih tinggi dan kredit 

bermasalah semakin meningkat. Namun, selama perekonomian membaik PPAP akan 

menurun karena kredit bermasalah juga sedikit. Tingkat PPAP untuk bank yang lebih besar 

berbeda dengan bank berukuran kecil. Pada umumnya bank ukuran besar memiliki aktivitas 

bisnis yang lebih besar dibanding dengan bank berukuran kecil dan lebih menjaga provisi 

untuk meningkatkan aktivitas bisnis bank. PPAP juga dipengaruhi oleh kredit untuk 

komposisi aset, dimana rasio total kredit bank pada total aset digunakan untuk mengukur 

risiko kredit gagal bayar dalam portofolio kredit bank sehingga bank dapat memperkirakan 

PPAP yang akan terjadi. Faktor institutional seperti perlindungan investor merupakan salah 

satu tindakan yang tepat dalam mengatur PPAP dan menjamin manajer bank bahwa provisi 

lebih cenderung pada risiko kredit yang benar daripada tujuan oportunistik (Peterson K Ozili, 

2016).  

 Perilaku manajer dalam memanipulasi laba sangat dipengaruhi oleh ciri khusus yang 

ada dimasing-masing perusahaan. Bank konvensional dan bank syariah meskipun bergerak 

dalam bidang yang sama namun memiliki kakarteristik yang berbeda. Perbedaan tersebut 

terjadi karena secara institusi masing-masing memiliki ketentuan yang berbeda. Perbedaan 



karakteristik institucional bank sering menimbulkan kesulitan bagi nasabah yang seringkali 

menyebabkan kredit mengalami kesulitan yang menyangkut regulasi dan birokrasi bank 

seperti prosedur kredit, prosedur pencairan, target dan program tertentu yang dilaksanakan 

bank. Institusi bank yaitu pihak bank secara institusi memiliki ketentuan atau kondisi 

membuat kredit mengalami kesulitan (Farahani dan Dastan 2016). Sistem operasional bank 

konvensional dijalankan berdasarkan standar operasional perbankan yang telah ditetapkan 

pemerintah dan tunduk pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Bank konvensional 

menjalankan usaha secara konvensional dan memberikan keuntungan bagi pihak bank dalam 

jumlah tertentu dalam bentuk bunga. Berbeda dengan bank syariah yang sistem operasional 

berdasarkan prinsip syariat Islam yang mengutamakan unsur kesepakatan dan transparansi. 

Bank syariah tidak menerapkan bunga pada layanannya, namun menggunakan sistem bagi 

hasil untuk mendapatkan keuntungan dari sistem tersebut dengan membuat perjanjian atau 

akad (Iman dan Kpodar, 2016; Faharani dan Dastan, 2016). 

 Bank syariah selalu berinovasi memuaskan permintaan untuk meningkatkan 

pelanggan. Sistem bagi hasil meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana 

dan pengelola dana berdasarkan kontrak yaitu mudharabah, musyarakah, dan ijarah 

(Boukhatem & Moussa, 2018). Perbedaan ini membuat para kreditur kesulitan dan 

memperoleh hambatan sehingga menimbulkan terjadinya kredit macet. Hal ini menyangkut 

regulasi dan birokrasi institusi bank tersebut yang menyangkut prosedur kredit, proses 

pencairan, target dan bank melaksanakan program tertentu. Tata kelola bank syariah 

mengangkat seorang Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengawal kegiatan 

operasionalnya. DPS adalah fitur istimewa dalam keuangan syariah yang dianggap supra 

authority dan merupakan lapisan tambahan dalam struktur dewan untuk melakukan 

pemantauan juga pengawasan secara periodik terhadap kegiatan operasional bank syariah. 

Sistem ini disebut dengan multi layer governance yaitu struktur yang berbeda dengan single 



layer governance seperti yang ada di bank konvensional yang hanya diawasi dewan direksi 

dan komite audit. Selain itu, adanya perubahan regulasi mengenai penggunaan incurred loan 

loss (ILL) menjadi expected loan loss (ELL).  Bank syariah menerapkan model ELL pada 

tahun 2010 sedangkan bank konvensional mulai diterapkan pada tahun 2018 karena 

penggunaan ILL setelah terjadi krisis semakin memperburuk perilaku prosiklus. Model 

pembagian risiko di bank syariah juga memiliki batas instrumen hedging dan membatasi 

pinjaman dari pasar uang international untuk pendanaan sesuai syariah.  

  Berdasarkan pertimbangan ini, bank syariah diharapkan menerapkan strategi 

managemen risiko kredit yang memiliki cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang 

tinggi, rasio modal regulasi yang tinggi, dan pemanfaatan aset yang lebih rendah 

dibandingkan dengan bank konvensional (Elnahass et al., 2018).  

3. PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Manusia cenderung menghindari risiko dan berusaha meminimalkan kerugian yang 

mungkin dialaminya dalam menjalankan kegiatan usahanya. Upaya yang dilakukan tersebut 

seringkali merugikan pihak lain. Oleh karena itu, tujuan bank terlibat dalam manajemen laba 

adalah untuk mengurangi risiko yang dianggap melekat dalam operasi perbankan, misalnya 

dengan income smoothing yang dapat mengurangi variabilitas laba, yang pada gilirannya 

mengurangi risiko yang dirasakan (Lim & Yong, 2016). 

  Manajemen laba dedifinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk 

mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keungan dengan 

tujuan untuk mengelabui stakeholders yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. 

Perataan laba adalah bentuk umum dari manajemen laba dan dapat didefinisikan sebagai 

manipulasi metode akuntansi (sebagai hasil dari kebijaksanaan dalam prinsip akuntansi) 

untuk kelancaran variabilitas penghasilan perusahaan (Abdul Azira, 2016). Pada industri 

perbankan, hal itu terjadi ketika para manajer bank dengan sengaja mengalokasikan ekpektasi 



kerugian kredit dalam jumlah yang tinggi pada periode “good years” (ketika pendapatan 

tinggi) untuk menutupi kerugian yang biasanya terjadi pada “bad years” yaitu pendapatan 

rendah. Manipulasi seperti ini juga terjadi saat bank manajer menurunkan ekpektasi kerugian 

kredit guna meningkatkan laba bersih dan modal pada tahun berjalan (Abdul Azira, 2016). 

Pada industri perbankan, konsep income smoothing menggunakan dinamic 

provisioning menciptakan penyangga dalam mengatasi masa masa sulit pada saat 

perekonomian buruk. Manajemen laba melalui pengunaan penyisihan penghapusan aktiva 

produktif digunakan untuk mengelola laba (Peterson Kitakogelu Ozili, 2017). Hal ini dapat 

meningkatkan daya tahan dalam industri perbankan, baik individu maupun secara 

keseluruhan, meskipun tidak ada jaminan bahwa bank-bank tersebut dapat mengatasi 

permasalahan kreditnya. Perataan laba menggunakan penyisihan penghapusan aktiva 

produktif bertujuan agar laba yang dilaporkan perusahaan pada periode berjalan tidak terlalu 

tinggi atau lebih rendah (Morris et al., 2016). Namun, beberapa peneliti sebelumnya 

menyatakan bahwa perilaku manajer bank di bank konvensional dan bank syarian berbeda 

terkait praktek manajemen laba. Elnahas et al. (2018) membuktikan bahwa manajemen laba 

dibank syariah tidak signifikan di bank syariah. Hal ini ditengarai karena model bisnis dibank 

syariah berbeda dengan bank konvensional. Model bisnis pembagian laba dari bank syariah 

membutuhkan suatu pengontrakan. Hal ini cenderung membatasi kemampuan bank syariah 

untuk melakukan manajemen laba menggunakan penyisihan penghapusan aktiva produktif. 

Manajemen laba melalui loan loss provisions kurang mumungkinkan dilakukan dalam 

perbankan syariah hal ini karena mekanisme tata kelola tambahan dari dewan pegawas 

syariah, yang tidak seperti tata kelola tunggal di bank konvensional (yaitu dewan direksi dan 

komite audit). Berdasarkan penelitian tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 



H1 : Terdapat hubungan positif signifikan antara PPAP dengan laba sebelum pajak dan bunga 

di bank konvensional yang relative tinggi dibandingkan bank syariah. 

Setiap perusahaan tentu membutuhkan modal untuk membiayai kegiatan operasional 

perusahaan sehari-hari baik untuk investasi ataupun keperluan lainnya. Besarnya modal yang 

diperlukan berbeda sesuai dengan besar kecilnya perusahaan. Manajemen modal dapat 

dikaitkan dengan insentif untuk meningkatkan atau mempertahankan kecukupan modal 

dalam pesanaan hindari biaya modal resmi jika rasio modal peraturan bank turun di bawah 

persyaratan minimum (Elnahass et al., 2018). 

Menurut konsep modal keuangan, seperti uang atau daya beli diinvestasikan, modal 

adalan sinonim dengan set bersih atau ekuitas perusahaan. Menurut konsep modal fisik, 

seperti kemampuan usaha, modal dipandang sebagai kapasitas produktif perusahaan yang 

didasarkan pada, misalnya unit output perhari (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian 

Laporan Keuangan, 2007). Ekuitas kepemilikan hanya suatu selisih antara aktiva dan 

kewajiban, yang seringkali disebut sebagai aktiva bersih dari perseroan tersebut. Salah satu 

bentuk analisis terhadap kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva atau modalnya 

secara produktif untuk menghasilkan laba dengan melihat tingkat efisensinya adalah melalui 

analisis terhadap rasio profitabilitas atau rasio rentabilitas. Efisiensi penggunaaan modal ini 

mengacu pada perbandingan antara laba usaha yang dihasilkan oeh perusahaan tersebut 

dalam satu periode, untuk dapat mengetahui tingkat efisiensi penggunaan modal tersebut 

perusahaan perlu menghitung tingkat pengembalian atas modal yang digunakan. 

Bank menggunakan penyisihan peghapusan aktiva produktif untuk mengelola laba 

dan regulatory capital yang bertujuan mengurangi volatilitas pendapatan, menghindari biaya 

yang terkait dengan pelanggaran persyaratan modal, atau sebagai sinyal bagi investor tentang 

penghasilan masa depan (Pinto & Picoto, 2017). Nilai penyisihan penghapusan aktiva 

produktif saat ini lebih tinggi adalah sinyal laba masa depan yang lebih tinggi dan status 



keuangan yang kuat. Investor menafsirkan peningkatan peyisihan penghapusan aktiva 

produktif sebagai sinyal sehingga meningkatkan kepercayaan nasabah bahwa kekuatan laba 

bank cukup memadai untuk dapat menahan kerugian karena meningkatnya risiko kredit bank 

dalam bentuk tambahan penyisihan penghapusan aktiva produktif (Morris et al., 2016).  

Bank cenderung menggunakan penyisihan penghapusan aktiva produktif untuk 

mengelola rasio modal Tier 1 untuk memperlancar pendapatan. Namun pada bank syariah 

tidak terjadi manajemen modal atau pendapatan melalui loan loss provision.  Pada bank 

konvensional, terdapat praktik manajemen modal dan pendapatan melalui loan loss 

provisons, kecenderungan ini lebih jelas ketika bank melaporkan kerugian finansial 

sedangkan pada bank syariah tidak terjadi praktek manajemen modal menggunakan loan loss 

provisions. Ini menunjukkan bahwa lingkungan kelembagaan yang kuat mungkin menahan 

penggunaan kebijaksanaan akuntansi (Elnahass et al., 2018). Berdasarkan hasil penelitian 

sebelumnya tersebut maka penelitian ini mengusulkan hipotesis sebagai berikut: 

H2 : Terdapat hubungan negatif signifikan antara rasio kecukupan modal dengan PPAP di 

bank konvensional yang relative tinggi dibandingkan bank syariah. 
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